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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemapuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 

2002 pasal 28 H dan pasal 34 serta Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan amanat 

undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan 

fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang masuk dalam 

urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan mobilitas penduduk 

yang cukup tinggi dan didukung oleh letak Kota Semarang sebagai jalur utama diantara 

kota – kota besar di pulau Jawa, membuat Kota Semarang rawan terhadap penyakit yang 

dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat serta tidak mengenal 

batas wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ”New emerging diseases” 

ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali beberapa penyakit yang selama 

ini sudah berhasil dikendalikan ”re – emerging diseases”. 

Amanat pelaksanaan pembangunan kesehatan dituangkan dalam Agenda 

Pembangunan Nasional (NAWACITA), dimana pembangunan kesehatan itu masuk 

dalam point “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Sedangkan 

pembangunan kesehatan di Kota Semarang, dalam RPJMD 2016-2021 diarahkan untuk 

mendukung misi Walikota Semarang yaitu misi pertama : ”Meningkatkan Kualitas Dan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai 

Kesejahteraan & Keadilan Sosial.” 



 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 4 

 

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran 

wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), 

penyusunan LKj-IP  merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki acuan pembangunan kesehatan 

konsep paradigma Semarang Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan 

prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan 

penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan / pengobatan (kuratif) 

dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan 

tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Setiap   instansi   pemerintah   sebagai   unsur   penyelenggara   pemerintahan   

negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu  

perencanaan  strategis  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi  (Inpres  No  7  

Tahun  1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban  

dimaksud  berupa  laporan  yang  disampaikan  kepada  atasan  masing-masing,  lembaga-

lembaga  pengawasan  dan  penilai akuntabilitas,  dan  akhirnya disampaikan kepada  

Presiden  selaku  kepala pemerintahan.  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKj-IP) 

Dinas  Kesehatan Kota  Semarang selaku  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) memiliki  

kewajiban  untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKj-IP)  yang  

dilengkapi  dengan  penetapan  kinerja  sesuai   dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republikasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi 
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(Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan 

masalahnya.   

 

LANDASAN HUKUM 

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomir 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah OPD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; 

8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Akhir tahun 2021 telah ditetapkan perubahan struktur organisasi dengan 

ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. Sesuai dengan Perwal tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai  fungsi, 

sebagai berikut; 
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a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan; 

b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 

c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;  

e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;  

g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang 

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan 

Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;  

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang 

Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang 

Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan 

UPTD;  

j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang 

merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2016 

ditetapkan dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot 

Semarang yang dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan struktur organisasi terdiri dari : 
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a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

g. Rumah Sakit Daerah; 

h. Puskesmas; 

i. UPTD; 

j. Jabatan Fungsional. 

 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut melalui Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan struktur 

organiasasi Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut : 
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C. PERMASALAHAN UTAMA 

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah  

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita;  

2. Belum optimalnya pemantauan dan pendampingan bumil KEK dan anemi yang 

berpotensi stunting; 

3. Meningkatnya kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun 

4. Masih terdapat masyarakat dengan kasus tuberculosis enggan untuk 

memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lebih memilih untuk 

pengobatan alternatif ataupun menolak melanjutkan pengobatan. 

5. Hipertensi dan diabetes melitus masih menjadi penyebab kematian tertinggi 

penyakit tidak menular di Kota Semarang meskipun mengalami trend penurunan 

kasus dibandingkan dengan tahun 2021. 

 

D. SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek 

strategis organisasi serta pemasalahan umum (strategic issued) yang sedang di 

hadapi organisasi 

 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab ini menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kerja dan 

anggaran serta di uraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi. 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan analisi capaian kinerja yang telah 

diperjanjian pada tahun 2022. 

 

Bab IV Penutup  

Berisikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta upaya yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja berikutnya. 

Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 

Pemerintah Kota Semarang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 6 Tahun 2021 memuat Visi pembangunan Kota Semarang yaitu 

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam 

Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Dengan 5 (lima) misi pembangunan 

daerah yaitu : 

Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan 

produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial 

Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi 

Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip 

Demokrasi Ekonomi Pancasila 

Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak 

Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi 

Masyarakat Secara Berkeadilan 

Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk 

Mendukung Kemajuan Kota 

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan 

Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

mendukung visi misi Walikota dam Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan 

pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, 

tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan 

dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang 

kontribusi Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu 

Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran 
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Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan 

Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan” .  

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang merumuskan 

4 (empat) sasaran strategis, yaitu : 

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (accessible); 

2. Meningkatkan kapasitas (ketersediaan) sumber daya kesehatan; 

3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam 

Kesehatan; 

4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah. 

 

Untuk mencapai keempat sasaran strategis tersebut, maka dirumuskan tujuan dan 

sasaran. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat 

perioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan lima tahun yang selanjutnya 

akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Perumusan 

tujuan ini merupakan salah satu tahapan perumusan kebijakan yang memiliki titik 

kritis dalam penyusunan Renstra. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.  

 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 

Visi : Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila 

Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika 

Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang unggul dan 

Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 

kualitas dan 

pemerataan 

pelayanan 

Kesehatan 

Sasaran 1: 

Meningkatkan 

upaya kesehatan 

yang tercapai 

(accessible), 

terjangkau 

(affordable), dan 

bermutu 

 

Peningkatan upaya 

Kesehatan secara 

terpadu 

1. Optimalisasi upaya 

Kesehatan perorangan dan 

upaya Kesehatan 

masyarakat 

2. Pengembangan jaminan 

Kesehatan bagi masyarakat 

terutama masyarakat 

miskin 
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3. Peningkatan kualitas 

lingkungan sehat dan 

perilaku hidup bersih serta 

meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat 

4. Peningkatan akses dan 

mutu pelayanan Kesehatan 

melalui pemanfaatan 

teknologi informasi 

5. Perbaikan gizi masyarakat 

  Peningkatan 

pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit menular 

dan tidak menular 

Peningkatan pencegahan dan 

penanggulangan penyakit 

menular/ tidak menular melalui 

surveilan kesehatan 

 Sasaran 2 : 

Meningkatkan 

kapasitas 

sumberdaya 

Kesehatan 

 

Peningkatan sediaan 

farmasi, alat 

Kesehatan dan 

industri pangan 

rumah tangga 

Peningkatan mutu produk 

sediaan farmasi, alat kesehatan 

dan industri pangan rumah 

tangga sesuai standar 

  Peningkatan 

pendayagunaan, 

pembinaan dan 

pengawasan mutu 

sumber daya 

manusia Kesehatan 

Peningkatan kualitas dan 

kuantitas pendayagunaan 

sumber daya manusia 

Kesehatan 

 Sasaran 3 : 

Meningkatkan 

keberdayaan 

(mampu) dan 

kemandirian 

masyarakat dalam  

Kesehatan 

 

Peningkatan 

pemberdayaan 

bidang Kesehatan 

masyarakat 

Peningkatan masyarakat hidup 

sehat melalui pemberdayaan 

masyarakat   

 Sasaran 4 : 

Meningkatkan 

kualitas kinerja 

pelayanan 

perangkat daerah 

 

Peningkatan 

kapasitas 

kelembagaan 

1. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia  

2. Peningkatan sarana 

prasarana aparatur  

3. Peningkatan pelayanan 

kinerja dan keuangan 
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Tabel 2.2 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah   

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2016 

Tujuan/Sasaran 
Indikator kinerja 

Tujuan/ sasaran 
Satuan 

Target Capaian 

Target Akhir 

Periode 

Renstra 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 

Meningkatkan kualitas 

dan pemerataan 

pelayanan kesehatan 

Angka Harapan Hidup Tahun 77,22 77,23 77,24 77,25 77,26 

Meningkatkan upaya 

Kesehatan yang tercapai 

(accessible), terjangkau 

(affordable), dan 

bermutu 

Angka Kematian Ibu per 1000 KH 6,08 6,07 6,06 6,05 6,04 

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 71,34 71,33 71,32 71,31 71,30 

Angka Morbiditas per 1000 penduduk 11,71 11,21 10,71 10,21 9,71 

Meningkatkan kapasitas 

sumber daya Kesehatan 

 

Rasio tenaga Kesehatan 

terhadap jumlah penduduk 

per 1000 

penduduk 

1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 

Proporsi pelayanan 

kefarmasian di puskesmas 

sesuai standar 

Persentase 100 100 100 100 100 

Meningkatkan 

keberdayaan (mampu) 

dan kemandirian 

masyarakat dalam 

kesehatan 

Proporsi kelurahan siaga aktif 

mandiri 

Persentase 22,00 22,60 23,16 23,73 24,30 

Meningkatkan kualitas 

kinerja pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai AKIP 

 

Nilai 72,40 72,45 72,50 72,55 72,60 

Sumber data: Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021-2026
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B. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2026 

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, adalah 

sebagai berikut: 

 

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG 

 

NO INDIKATOR 
TARGET CAPAIAN 

KONDISI 

KINERJA AKHIR 

PERIODE RPJMD 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Rasio daya tamping rumah 

sakit terhadap jumlah 

penduduk 

0,36% 0,37% 0,38% 0,39% 0,40% 

2 

Persentase rumah sakit 

rujukan tingkat kab/kota 

yang terakreditasi 

84,38% 90,6% 93,7% 96,8% 100% 

3 

Persentase Ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 

persalinan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 

Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 

Cakupan pelayanan 

Kesehatan balita sesuai 

standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

7 

Persentase anak usia 

Pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

8 

Persentase penduduk usia 

produktif yang 

mendapatkan skrining 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

9 

Persentase usia lansia yang 

mendapatkan skrining 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

10 
Persentase penderita 

hipertensi yang 
100% 100% 100% 100% 100% 
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NO INDIKATOR 
TARGET CAPAIAN 

KONDISI 

KINERJA AKHIR 

PERIODE RPJMD 
2022 2023 2024 2025 2026 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

11 

Persentase penderita 

diabetes melitus yang 

mendapatkan pelayanan 

Kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

12 

Persentase orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) 

berat yang mendapatkan 

pelayanan Kesehatan jiwa 

sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

13 

Persentase orang terduga 

tuberculosis mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

14 

Persentase orang dengan 

resiko terinfeksi human 

immunodeficiency virus 

(HIV) mendapatkan 

pelayanan deteksi dini HIV 

sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 100% 

15 
Angka kematian ibu (AKI) 

per 100.000 kelahiran hidup 
71,34 71,33 71,32 71,31 71,30 

16 

Angka kematian bayi 

(AKB) per 1000 kelahiran 

hidup 

6,08 6,07 6,06 6,05 6,04 

17 

Angka kematian balita 

(AKABA) per 1000 

kelahiran hidup 

7,00 6,90 6,88 6,86 6,84 

 

 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

Bentuk upaya untuk mewujudkan target kinerja tahunan Dinas Kesehatan tertuang 

dalam perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. 
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PERJANJIAN KINERJA  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022 

 

 

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022 

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ditetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 

2022 yang terdiri atas 5 (lima) program sebagai berikut : 

NO PROGRAM ANGGARAN 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Rp. 207,811,842,464 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 

Rp. 223,369,328,095 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Rp. 463,684,800 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan 

dan Makanan Minuman 

Rp. 721,854,200 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

Rp. 168,645,640 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

MISI I.  MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI 

KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL 

1 

Meningkatkan upaya 

Kesehatan yang tercapai 

(accessible), terjangkau  

(affordable) dan bermutu 

1 
Angka Kematian Bayi 6,08 per 1000 KH 

2 
Angka Kematian Ibu 71,34 per 

100.000KH 

3 Angka Morbiditas 11,71 per 1000 

2 
Meningkatkan kapasitas 

sumber daya Kesehatan 

1 

Proporsi pelayanan 

kefarmasian di puskesmas 

sesuai standar 

100% 

2 
Rasio tenaga Kesehatan 

terhadap jumlah penduduk 

1.31 per 1000 

penduduk 

3 

Meningkatkan keberdayaan 

(mampu) dan kemandirian 

masyarakat dalam kesehatan 

1 
Proporsi kelurahan siaga 

aktif mandiri 
22 % 

4 

Meningkatkan kualitas 

kinerja pelayanan perangkat 

daerah 

1 NILAI AKIP 72.40 
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Tabel 

Matriks Perencanaan Kinerja  

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 

 

Tujuan/ Sasaran 

Kinerja 
Indikator Kinerja 

Target 

2022 2023 2024 2025 2026 

Tujuan :  

Meningkatkan kualitas 

dan pemerataan pelayanan 

kesehatan 

 

Angka Harapan Hidup 77,38 77,40 77,42 77,44 77,46 

Sasaran I : 

Meningkatkan upaya 

Kesehatan yang tercapai 

(accessible), terjangkau 

(affordable), dan bermutu 

 

Angka Kematian Ibu 

[per 1000 KH] 

6,08 6,07 6,06 6,05 6,04 

 Angka Kematian Bayi 

[per 100.000 KH] 

71,34 71,33 71,32 71,31 71,30 

 Angka Morbiditas 

[per 1000 penduduk] 

11,71 11,21 10,71 10,21 9,71 

Sasaran II : 

Meningkatkan kapasitas 

sumber daya Kesehatan 

Rasio tenaga 

Kesehatan terhadap 

jumlah penduduk 

[per 1000 penduduk] 

1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 

 Proporsi pelayanan 

kefarmasian di 

puskesmas sesuai 

standar 

[persentase] 

 

100 100 100 100 100 

Sasaran III : 

Meningkatkan 

keberdayaan (mampu) 

dan kemandirian 

masyarakat dalam 

kesehatan 

 

Proporsi kelurahan 

siaga aktif mandiri 

[persentase] 

22,00 22,60 23,16 23,73 24,30 

Sasaran IV : 

Meningkatkan kualitas 

kinerja pelayanan 

perangkat daerah 

Nilai AKIP 

[Nilai] 

72,40 72,45 72,50 72,55 72,60 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuan dalam dokumen 

perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap 

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. LKj-IP Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Tahun 2020 menyajikan capaian setiap sasaran dan capaian kinerja kegiatan. 

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan awal tahun melalui 

perencanaan kinerja (performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target 

kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui gap kinerja. 

Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan 

kinerja dimasa mendatang. 

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan 

skala pengukuran berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang sebagai 

berikut : 

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 

No INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

1 91% ≤ 100%  Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90%  Tinggi 

3 66% ≤ 75%  Sedang 

4 51% ≤ 65%  Rendah 

5 ≤ 50%  Sangat Rendah 
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Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator 

dapat dimaknai sebagai berikut:  

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.  

2. Hasil Sedang  

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

persyaratan minimal.  

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah  

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum 

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Bagian ini menguraikan capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara 

umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Beberapa sasaran strategis 

yang terkait digabungkan dalam satu analisis. 

 

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

Ringkasan capaian kinerja pada indikator kinerja utama merupakan hasil capaian 

kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 REALISASI REALISASI 

TARGET REALISASI % KRITERIA TAHUN 2020 TAHUN 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Angka Kematian Ibu 

[per 1000 KH] 

6,08 5,60 107,89 Sangat 

Tinggi 

6,09 6,04 

2 Angka Kematian Bayi 

[per 100.000 KH] 

71,34 67,25 105,75 Sangat 

Tinggi 

71,35 95,32 

3 Angka Morbiditas 

[per 1000 penduduk] 

11,71 11,65 100,51 Sangat 

Tinggi 

  

4 Rasio tenaga Kesehatan 

terhadap jumlah penduduk 

[per 1000 penduduk] 

1,31 2,60 198,4 Sangat 

Tinggi 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 REALISASI REALISASI 

TARGET REALISASI % KRITERIA TAHUN 2020 TAHUN 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5 Proporsi pelayanan 

kefarmasian di puskesmas 

sesuai standar 

[persentase] 

100 100 100 Sangat 

Tinggi 

100 100 

6 Proporsi kelurahan siaga 

aktif mandiri 

[persentase] 

22,00 56,5 256,82 Sangat 

Tinggi 

41,24 45,91 

7 Nilai AKIP 

[Nilai] 

72,40 74,01 102,22 Sangat 

Tinggi 

73,94 74,01 

Hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 

seluruhnya atau 7 indikator kinerja telah memiliki realisasi kinerja melebihi dari target 

yang telah ditentukan pada masing-masing indikator, dengan skala pengukuran 

realisasi kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi.  

 

2. PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

TAHUN 2022 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

PADA 

RENSTRA 

TH 2022 

CAPAIAN KINERJA 
CAPAIAN 

TAHUN 

2020 (%) 

CAPAIAN 

TAHUN 

2021 (%) 

TARGET 

TAHUN 

2022 

REALISASI 

TAHUN 2022 
% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA 

1 Meningkatkan 

upaya Kesehatan 

yang tercapai 

(accessible), 

terjangkau 

(affordable), dan 

bermutu  

 

1 

Angka Kematian 

Ibu 

[per 1000 KH] 

6,08 6,08 5,60 107,89 6,09 6,04 

2 

Angka Kematian 

Bayi 

[per 100.000 KH] 

71,34 71,34 67,25 105,75 71,35 95,32 

3 

Angka Morbiditas 

[per 1000 

penduduk] 

11,71 11,71 11,65 100,51 
  

   Rata-rata capaian sasaran 1 104,72% 
Sangat 

tinggi 

 

2 

Meningkatkan 

kapasitas sumber 

daya Kesehatan 

1 

Rasio tenaga 

Kesehatan 

terhadap jumlah 

penduduk 

[per 1000 

penduduk] 

1,31 1,31 2,60 198,4 

  

  2 

Proporsi 

pelayanan 

kefarmasian di 

puskesmas sesuai 

standar 

[persentase] 

100 100 100 100 100 100 

   Rata-rata capaian sasaran 2 149,24% 
Sangat 

tinggi 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

PADA 

RENSTRA 

TH 2022 

CAPAIAN KINERJA 
CAPAIAN 

TAHUN 

2020 (%) 

CAPAIAN 

TAHUN 

2021 (%) 

TARGET 

TAHUN 

2022 

REALISASI 

TAHUN 2022 
% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

3 

Meningkatkan 

keberdayaan 

(mampu) dan 

kemandirian 

masyarakat dalam 

kesehatan 

1 

Proporsi kelurahan 

siaga aktif mandiri 

[persentase] 

22,00 22,00 56,5 256,82 

41,24 45,91 

   Rata-rata capaian sasaran 3 256,82% 
Sangat 

tinggi 

 

4 

Meningkatkan 

kualitas kinerja 

pelayanan 

perangkat daerah 

1 

Nilai AKIP 

[Nilai] 

72,40 74,01 74,01 102,22 

73,94 74,01 

   Rata-rata capaian sasaran 4 102,22% 
Sangat 

tinggi 

 

   Total rata-rata capaian sasaran 153,25% 
Sangat 

Tinggi 

 

Sumber data : Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021-2026 

 

Rata-rata capaian sasaran kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2022 

seluruhnya memiliki realisasi kinerja lebih dari 90% dari yang telah ditargetkan. 

 

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis 

akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah 

ditetapkan, serta solusi dan rencana tindak lanjut yang ditempuh untuk mengatasi 

permasalahan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara 

berkelanjutan. 

 

SASARAN I :  

MENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN YANG TERCAPAI 

(ACCESSIBLE), TERJANGKAU (AFFORDABLE), DAN BERMUTU  
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Untuk mencapai sasaran I dilakukan melalui strategi peningkatan upaya kesehatan 

secara terpadu dan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat dengan kegiatan/ subkegiatan: 

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

Subkegiatan : 

a. Pembangunan Puskesmas; 

b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; 

c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan; 

f. Pengadaan Obat, Vaksin; 

g. Pengadaan Bahan Habis Pakai; 

h. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota;  

Subkegiatan: 

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatkan Upaya Kesehatan Yang Tercapai (Accessible), Terjangkau 

(Affordable), Dan Bermutu  

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  
Angka Kematian Ibu  

[per 1000 KH] 

6,08 5,60 107,89 

2.  
Angka Kematian Bayi 

[per 100.000 KH] 

71,34 67,25 105,75 

3.  
Angka Morbiditas 

[per 1000 penduduk] 

11,71 11,65 100,51 
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d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; 

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; 

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 

i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 

j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; 

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; 

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV; 

m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; 

n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 

p. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; 

q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri 

dan Tradisional Lainnya; 

r. Pengelolaan Surveilans Kesehatan; 

s. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 

t. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

u. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat; 

v. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;  

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

Angka Kematian Ibu  

Jumlah kematian ibu di tahun 2022 mengalami trend menurun dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya sebanyak 15 kematian ibu. 4T masih memiliki kontribusi yang 

menyebabkan kematian ibu sampai tahun 2022, yaitu sebanyak 3% usia ibu hamil 

terlalu muda (<20th) , 64% usia ibu hamil terlalu tua (>35 th), 19% ibu terlalu sering 

hamil (>4 kali) dan 14% terlalu banyak anak. 50% kematian maternal terjadi saat 
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nifas pada hari ke 3 sampai ke 7 yang disebabkan karena perdarahan, penyakit yang 

di derita ibu, sepsis, pre eklampsi/ eklampsi.  

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dengan cara : 

a) melakukan pendampingan ibu hamil dan meningkatkan kualitas ANC terpadu; 

b) peningkatan pengetahuan suami, orangtua tentang kesehatan ibu hamil; 

c) optimalisasi data FMN rumah sakit; 

d) melakukan update pendataan ibu dan pelaporan ibu hamil khususnya jejaring 

puskesmas, 

e) peningkatan kuantitas pendampingan ibu hamil 

f) monitoring kantong persalinan; 

g) melakukan komunikasi ibu hamil 14 hari sebelum HPL; 

 

Trend kematian ibu maternal sampai dengan tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka Kematian Bayi 

Trend kematian bayi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami 

penurunan. Di tahun 2022 terjadi 125 kasus kematian bayi menurun 8 kasus 

dibandingkan dengan tahun 2021. Rata-rata bayi yang meninggal memiliki jenis 

kelamin perempuan dengan usia 51% neonatal dini (0-7 hari), 18% neonatal lanjut (8-

28 hari) dan 31% post natal (usia 29 hari-11 bulan).  

Penyebab kematian bayi antara lain : 

a) 30% kelainan kongenital; 
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b) 25% kasus lain-lain (syock septic, gagal nafas, cardio respiratory failure, obstruksi 

usus, bronkopneumonia, DHF, dehidrasi imbalance elektrolit, gangguan nafas 

berat sindrom); 

c) 20% bayi mengalami asfiksia; 

d) 14% bayi baru lahir dengan berat rendah; 

e) 8% bayi mengalami pneumonia; dan  

f) 4% bayi mengalami diare. 

 

Lebih dari setengah bayi yang meninggal dilahirkan oleh ibu hamil yang beresiko atau 

sekitar 53%. Hampir dengan ibu hamil frekuensi ANC kurang dari 6 kali.  

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi adalah  

a) Pendampingan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir bersama dengan TPK dan 

kader; 

b) Melakukan deteksi dini faktor resiko pda bayi resiko tinggi; 

c) Pelayanan USG di puskesmas, ANC berkualitas, MTBM; 

d) Promosi dan edukasi perawatan bayi dirumah dan tanda bahata BBL; 

e) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan merupakan hal yang penting dengan 

memberikan pelatihan kegawatdaruratan perinatal; 

f) Surveilans kematian bayi balita dan umpan balik hasil audit perinatal ke fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan; 

g) Gencar melakukan promosi dan edukasi kesehatan ibu anak baik secara langsung 

maupun melalui media sosial.  

 

Trend kematian bayi dari tahun 2016 - 2022 
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Upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak dapat hanya 

dilakukan oleh kesehatan, diperlukan peran lintas sektoral sebagai berikut : 

• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan peran 

sertanya dalam melatih petugas penanganan KtPA, melatih pemenuhan konvensi 

hak anak, pelaksanaan kelas calon pengantin; 

• Disdalduk berperan dalam melakukan kelas catin, edukasi KB, memenuhi logistik 

alat konstrasepsi, melakukan safari KB dan pelatihan IVA; 

• Dinas pendidikan memiliki peran dalam melatih SDIDTK guru paud dan 

melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi; 

• Institusi pendidikan berperan dalam mendampingi ibu hamil, pendampingan USG 

dan mendampingi pengkajian AMP; 

• Kementrian Agama memiliki peran dalam melaksanakan kelas calon pengantin, 

melakukan edukasi kesehatan repoduksi di pondok pesantren; 

• Apindo memiliki peran dalam menggerakkan perusahaan dalam GP2SP; 

• Organisasi profesi diperlukan untuk melakukan pendampingan PONED, USG, 

audit AMP, SDIDTK, konsultasi tumbuh kembang 

• Rumah sakit berperan dalam memberikan pelayanan maternal neonatal, menerima 

rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal, pelaksanaan SHK, pendampingan 

PONED dan termasuk dalam Tim AMP; 

• Lembaga masyarakat diperlukan untuk mendampingi ibu hamil, ibu nifas dan bayi 

dalam memberikan edukasi kesehatan dan penggerakan masyarakat; 

• Camat/ Lurah memiliki peran dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan 

anggaran; 

• Dispenduk Capil diperlukan untuk mendukung pembuatan akte lahir bagi ibu 

yang bersalin di puskesmas dan melakukan validasi kependudukan, serta; 

• PKK/FF berperan untuk mendamping ibu hamil dan bayi serta melakukan 

pendataan ibu hamil. 
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Angka Mobiditas  

Penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan utama yang banyak dialami 

oleh penduduk Kota Semarang tahun 2022 dapat disertai keluhan maupun tanpa 

keluhan yang meliputi keluhan panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, sesak nafas 

ataupun sakit gigi. 10 besar penyakit puskesmas di Kota Semarang Tahun 2022 

sebagai berikut : 

No Jenis Penyakit Jumlah 

1. Infeksi Saluran Pernafasan Atas 116.086 

2. Hipertensi Esensial 84.910 

3. Faringitis Akut 70.689 

4. Diabetes Melitus 35.806 

5. Gastritis dan duodenitis 33.137 

6. Diare  23.729 

7. Sindrom sakit kepala 23.501 

8. Demam 22.363 

9. Nasofaring akut 21.616 

10. Gangguan otot lainnya 21.203 

 

Salah satu faktor resiko timbulnya penyakit tidak menular didasarkan pada perilaku 

hidup bersih dan sehat, prosentasi tertinggi adalah gaya hidup masyarakat yang masih 

merokok dan kurangnya aktivitas fisik. 

Trend angka kematian akibat penyakit tidak menular tahun 2021-2022 

 

Sumber data : Laporan Bulanan Rumah Sakit cuf off November 2022 
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Kematian akibat penyakit menular sebagian besar ditemukan pada jenis kelamin laki-

laki (72%) dengan usia terbanyak 15-65 tahun sebesar 67% dari masyarakat yang 

meninggal akibat penyakit tidak menular.  

 

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular 

dengan cara : 

a) Penguatan deteksi dini PTM melalui posbindu dan pandu PTM; 

b) Penguatan tata laksana kasus PTM; 

c) Promosi kesehatan CERDIK dan PATUH 

d) Peningkatan tingkat kekebalan masyarakat melalui gizi seimbang, aktivitas fisik, 

tidak merokok, mengurangi konsumsi miras/narkoba, memperbanyak kelurahan 

yang memiliki posbindu. 

 

Peran lintas sangat diperlukan dalam penanganan penyakit tidak menular sebagai 

berikut ; 

• Dinas pendidikan memiliki peran dalam pembentukan posbindu di institusi 

pendidikan; 

• Kementrian agama berperan dalam pembentukan posbindu di MI/MTs/MA serta 

melakukan sosialisasi deteksi dini Ca Cerviks dan Ca Mamae pada calon 

pengantin; 

• Dinas sosial diperlukan dalam mendukung pelayanan untuk difabel dan ODGJ dan 

posbindu di organisasi perangkat daerah; 

• Camat/ Lurah berperan dalam penggerakan pemberdayaan masyarakt untuk 

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

• BPJS memiliki peran dalam peningkatan standar pelayanan minimal PTM sesuai 

standar dan skrining PTM; 

• Sekretariat Daerah berperan untuk merencanaankan , mengorganisasikan dan 

menjadi fasilitator pelaksanaan pengendalian PTM; 

• Diskominfo berperan dalam memberikan fasilitas ruang diskusi, zoom meeting, 

publikasi dan media KIE  
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• Perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan posbindu di institusi; 

• Organisasi profesi berperan dalam penguatan tenaga kesehatan dalam 

pengendalian PTM; 

• PMB-Klinik memeliki peran pelayanan pengendalian PTM, pelaporan kasus PTM, 

pelayanan IVA-Sadanis; 

• Rumah sakit berperan untuk memberikan pelayanan PTM dan rujukan serta 

edukasi dalam pengendalian PTM; dan 

• TP PKK dan FKK berperan dalam penggerak pemberdayaan masyarakat untuk 

pengendalian PTM dan kesehatan jiwa. 

 

Inovasi yang LAWANG SEWU diciptakan untuk menangani penyakit tidak menular. 

Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu (LAWANG SEWU) bertujuan untuk 

mempercepat dan mensinergikan upaya promotif hingga preventif hidup sehat, guna 

meningkatkan produktivitas untuk menurunkan beban pembiyaan layanan kesehatan 

akibat penyakit, melalui : 

1. Aktivitas fisik dengan VALAS ( Virtual Activity Link dengan SIPGAR ) dan 

Prambanan ( Pergi Pasar Berangkat Kantor Biasakan jalan );  

2. Kesehatan Lingkungan dengan inovasi UCOK BABA untuk uji dan skrining bahan 

air dan bahan makanan, POLKE (PIRT-BPOM-Like sehat-Hygien Sanitasi) 

didukung SIKEMPLING (Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat dan 

Lingkungan );  

3. Pangan sehat Bergizi dengan LANGIT SEMARANG (Langkah Aktif Terpadu  

Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang dengan URBAN FARMING) dan 

UNGARAN ( Ubah Pekarangan  kosong dengan URBAN FARMING);  

4. Deteksi Dini melalui BAITUSSALAM (Bangkitkan Imun dan Taqwa untuk 

Semarang Afiat, Lincah Anti Demensia), PERKASA (Pemeriksaan Kesehatan 

Berkala Cegah Obesitas), PANGERAN CHARLES (Paket Kesehatan  

Pemeriksaan Covid 19, Hepatitis, IVA Test, Diabetus dan HIV), didukung oleh 

PAK EDI ( Pemeriksaan Kesehatan  dan Deteksi Dini ) dan DEMAK (Daftar 

Request  Makanan  dari start-up);  
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5. EDUKASI PHBS dengan RAJA SALMAN (Bersama sama menjaga Kota 

Semarang makin Sehat) 

 

 

SASARAN II : 

MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN 

Untuk mencapai sasaran II dilakukan melalui starategi peningkatan sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan industri pangan rumah tangga dan peningkatan pendayagunaan, 

pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan meliputi Program 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan/ subkegiatan: 

1. Pemberiaan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro 

obat tradisional (UMOT); 

Subkegiatan : 

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT); 

b) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan 

Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT). 
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2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor Nomor P-

IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; 

Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga. 

3. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah 

Kabupaten/Kota; 

Subkegiatan: 

a. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; 

b. Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan. 

4. Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan 

UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 

Subkegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. 

 

 

 

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk untuk menunjukkan tingkat 

ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kelomok masyarakat. Pemenuhan 9 jenis 

tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan tenaga ATLM dapat dipenuhi 

dengan ASN maupun penugasan khusus. Tahun 2022 seluruh pukesmas di Kota 

Semarang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan.

Sasaran Strategis II 

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan  

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  

Rasio tenaga Kesehatan terhadap 

jumlah penduduk 

[per 1000 penduduk] 

1,31 2,60 198,4 

2.  

Proporsi pelayanan kefarmasian di 

puskesmas sesuai standar 

[persentase] 

100 100 100 
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KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI FASYANKES KOTA SEMARANG TAHUN 2022 

NO KECAMATAN 
KETERSEDIAAN 

FASYANKES 

JENIS TENAGA JUMLAH 

TENAGA 

KESEHATAN 
Dokter 

Spesialis 
Dokter 

Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Lingkungan 
Farmasi Gizi ATLM 

1 MIJEN 56 2 25 7 35 33 10 4 38 7 10 171 

2 GUNUNGPATI 46 1 37 9 39 39 9 3 25 7 7 176 

3 BANYUMANIK 134 74 102 38 271 119 20 7 182 17 46 876 

4 
SEMARANG 

SELATAN 
144 452 734 37 2626 196 104 31 501 77 227 4985 

5 
GAJAH 

MUNGKUR 
50 54 55 12 123 36 5 3 3 61 21 373 

6 CANDISARI 45 120 71 19 509 42 11 8 131 9 44 964 

7 TEMBALANG 126 149 620 35 1150 122 17 10 263 40 79 2485 

8 GENUK 60 107 60 168 1285 69 15 5 100 45 33 1887 

9 PEDURUNGAN 148 52 123 31 388 83 10 14 190 15 60 966 

10 GAYAMSARI 44 23 73 6 73 43 5 1 83 7 17 331 

11 
SEMARANG 

UTARA 
67 2 27 9 59 26 8 3 67 5 16 222 

12 
EMARANG 

TIMUR 
68 135 117 21 497 104 14 14 156 49 61 1168 

13 
SEMARANG 

TENGAH 
131 211 144 35 901 88 89 13 313 15 114 1923 

14 
SEMARANG 

BARAT 
157 83 128 22 288 65 50 19 179 19 56 909 

15 TUGU 22 1 9 4 35 16 9 3 20 5 6 108 

16 NGALIYAN 109 108 97 27 662 110 16 16 161 283 46 1526 

 JUMLAH 1407 1574 2422 480 8941 1191 392 154 2412 661 843 19070 

 RASIO 0,83 0,93 1,43 0,28 5,29 0,71 0,23 0,09 1,43 0,39 0,50 11,29 
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Rasio dokter per 1.000 penduduk tahun 2022 sebesar 1,43 artinya Kota Semarang memiliki 1 dokter yang akan melayani 1000 penduduk. 

Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 sebanyak 1.688.981 penduduk. Menurut WHO rasio dokter umum dan penduduk idealnya 

1:1000. Rasio ini menunjukkan harus ada 1 dokter untuk melayani 1000 penduduk di suatu daerah.  

Rasio perawat per 1.000 penduduk tahun 2022 sebesar 5,29. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar rasio 4,73. Artinya 

5 perawat di Kota Semarang melayani 1000 penduduknya.  

 

Kondisi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2022 

NO PUSKESMAS 

JENIS TENAGA 
KETERSEDIAAN 

TENAGA 

KESEHATAN Dokter 
Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Lingkungan 
Farmasi Gizi ATLM 

1 Puskesmas Poncol 5 3 12 8 6 1 4 1 3 43 

2 Puskesmas Miroto 3 2 5 7 3 1 4 2 3 30 

3 Puskesmas Bandarharjo 5 1 8 6 3 1 3 2 3 32 

4 Puskesmas Bulu Lor 4 2 11 8 5 2 4 2 3 41 

5 Puskesmas Halmahera 6 1 18 11 4 1 4 3 3 51 

6 Puskesmas Bugangan 3 2 5 6 5 2 3 3 2 31 

7 Puskesmas Karangdoro 4 2 10 11 4 1 2 3 2 39 

8 Puskesmas Pandanaran 9 2 11 10 5 1 4 3 5 50 
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NO PUSKESMAS 

JENIS TENAGA KETERSEDIAAN 

TENAGA 

KESEHATAN Dokter 
Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Lingkungan 
Farmasi Gizi ATLM 

9 Puskesmas Lamper Tengah 4 2 10 7 3 3 4 2 3 38 

10 Puskesmas Karangayu 4 2 4 7 2 2 3 2 2 28 

11 Puskesmas Lebdosari 4 2 6 6 4 1 3 3 2 31 

12 Puskesmas Manyaran 8 1 20 15 4 1 4 4 3 60 

13 Puskesmas Krobokan 3 2 6 5 3 2 5 3 2 31 

14 Puskesmas Ngemplak Simongan 3 2 7 4 5 1 4 3 1 30 

15 Puskesmas Gayamsari 10 2 12 11 5 1 4 4 4 1 

16 Puskesmas Candilama 4 2 9 5 4 4 5 3 3 39 

17 Puskesmas Kagok 3 2 13 6 5 1 4 2 3 39 

18 Puskesmas Pegandan 7 2 6 6 5 2 3 2 3 36 

19 Puskesmas Genuk 5 2 8 8 5 1 3 5 2 39 

20 Puskesmas Bangetayu 7 2 18 17 5 2 4 2 4 61 

21 Puskesmas Tlogosari Kulon 7 2 18 11 3 1 3 3 4 52 

22 Puskesmas Tlogosari Wetan 6 3 13 9 5 2 4 4 4 50 

23 Puskesmas Kedungmundu 11 1 11 12 4 2 4 3 4 52 
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NO PUSKESMAS 

JENIS TENAGA KETERSEDIAAN 

TENAGA 

KESEHATAN Dokter 
Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Lingkungan 
Farmasi Gizi ATLM 

24 Puskesmas Rowosari 4 2 16 10 5 2 4 3 2 48 

25 Puskesmas Ngesrep 4 1 11 14 3 2 3 3 3 44 

26 Puskesmas Padangsari 4 2 8 8 5 1 2 4 4 38 

27 Puskesmas Srondol 6 2 17 16 3 1 4 3 3 55 

28 Puskesmas Pudak Payung 4 1 6 6 6 1 3 2 3 32 

29 Puskesmas Gunungpati 5 1 12 16 5 2 4 4 4 53 

30 Puskesmas Sekaran 5 2 6 10 3 1 3 3 2 35 

31 Puskesmas Mijen 4 2 10 12 6 2 3 5 4 48 

32 Puskesmas Karang Malang 3 1 10 8 4 2 3 2 3 36 

33 Puskesmas Tambakaji 3 1 13 9 3 1 4 3 2 39 

34 Puskesmas Purwoyoso 3 2 10 6 3 1 4 2 2 33 

35 Puskesmas Ngaliyan 10 2 12 14 4 3 3 3 3 54 

36 Puskesmas Mangkang 4 2 7 9 5 2 4 2 4 39 

37 Puskesmas Karanganyar 3 2 11 7 4 1 4 3 2 37 

 JUMLAH 187 67 390 341 156 58 133 106 109 1495 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 35 

 

 

Tahun 2022  puskesmas di Kota Semarang masih kekurangan  9 jenis  tenaga  

kesehatan, yaitu sebanyak  

Jenis tenaga kesehatan 
Kebutuhan 

tenaga kesehatan 

Ketersediaan tenaga 

kesehatan  
Kekurangan 

tenaga kesehatan 
ASN NON ASN 

Dokter 199 136 32 63 

Dokter Gigi 71 65 2 6 

Perawat 410 295 68 112 

Bidan 355 226 98 129 

Apoteker 64 45 15 19 

Kesmas Penyuluh 80 37 32 42 

Kesmas Epidemiologi 86 37 38 49 

Sanitarian 84 49 16 35 

Laboratorium 125 95 16 30 

Gizi 117 85 15 32 
Sumber data: Renbut Puskesmas 

 

Dalam perhitungan Renbut, tenaga Non ASN tidak diperhitungkan, Renbut hanya 

memperhitungkan tenaga kesehatan ASN. 

 

Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui uji kompetensi (UKOM) dan pendidikan 

dan pelatihan (diklat). 

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan tahun 2022 

No Profesi Jumlah peserta yang mengikuti UKOM 

1. Dokter 2 

2. Promkes 2 

3. Epidemiolog 2 

4. Bidan 1 

5. Nutrisionis 1 

6. Asisten apoteker 1 

7. ATLM 1 

 Jumlah 10 
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Perbandingan realisasi rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tahun 2022 

dengan target tahun 2022, realisasi tahun 2021 dan target di tahun akhir renstra 2021-

2026 adalah sebagai berikut : 

 

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk 

Target 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021 
Target 2026 

(akhir renstra) 

1,31 per 1000 

penduduk 

2,60 per 1000 

penduduk 

per 1000 

penduduk 

1,43 per 1000 

penduduk 

 

Upaya yang ditargetkan akan dilakukan di tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia kesehatan diantaranya : 

1. Rekrutmen tenaga melalui BLUD, PPPK 

2. Rencana kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan 

tinggi, dengan bentuk kegiatan magang/ praktik kerja di fasilitas pelayanan 

kesehatan 

3. Seleksi peserta diklat/uji kompetensi 

4. Pengiriman calon peserta diklat bekerjasama dengan badan diklat Kota Semarang 

5. Monev peserta pasca diklat 

6. Pelaksanaan Uji kompetensi 

7. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 

8. Monitoring Perijinan SDMK di Fasyankes 

9. Pembinaan Organisasi Profesi Nakes 

 

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar 

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada 

pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang 

pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar: 

a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan  

b. pelayanan farmasi klinik 
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Perbandingan realisasi proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas tahun 2022 

dengan target tahun 2022, realisasi tahun 2021 dan target di tahun akhir renstra 2021-

2026 adalah sebagai berikut : 

 

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar 

Target 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021 
Target 2026 

(akhir renstra) 

100% 

(Sangat Tinggi) 

100% 

(Sangat Tinggi) 

100% 

(Sangat Tinggi) 

100% 

(Sangat Tinggi) 

 

Capaian kinerja tahun 2022 pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

makanan minuman adalah sebagai berikut: 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2022 REALISASI 

TAHUN 2021 TARGET REALISASI % 

1. Persentase fasilitas pelayanan 

kefarmasian yang memenuhi 

standar 

96% 97% 97% 96% 

2. Cakupan pemberian izin apotik, 

toko obat, toko alkes dan 

optikal, usaha mikro obat 

tradisional 

100% 100% 100% 100% 

3. Persentase produk alkes dan 

PKRT beredar yang memenuhi 

syarat keamanan, mutu dan 

manfaat 

100% 100% 100% 100% 

4. Persentase terbitnya ijin apotik, 

toko alkes dan apotik, UMOT 

100% 100% 100% 100% 

5. Persentase penerbitan sertifikat 

produksi pangan industri rumah 

tangga 

100% 100% 100% 100% 

6. Persentase industri rumah 

tangga pangan yang 

menerapakan CPP PIRT 

100% 100% 100% 100% 

7. Persentase frekuensi pembinaan 

dan keamanan produk industri 

makanan dan minuman rumah 

tangga 

100% 100% 100% 100% 

8. Persentase pemeriksaan produk 

makanakan dan minuman 

rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 

9. Persentase puskesmas dengan 

ketersediaan obat esensial 

75% 100% 100% 75% 



 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 38 

 

 

Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelaksanaan 

pelayanan kesehatan masyarakat banyak, meliputi diagnosa, profilaksi terapi dan 

rehabilitasi dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri. 

Ketersediaan obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu 

obat harus selalu tersedia setiap saat baik dalam jenis dan jumlah yang cukup. 

 

Ketersediaan  40 item obat indikator di Puskesmas  

berpedoman pada Permenkes RI No 21 Tahun 2020 

 

NO KETERSEDIAAN OBAT ITEM OBAT 

1. Obat program kesehatan ibu dan anak • MgSO4 

• Metilergometrin 

• Oksitosin inj 

• Vit. K inj 

2.  Obat program gizi 

 
• Retinol  

• Zinc 

• Garam oralit 

• TTD 

 Obat program Malaria 

 
• DHP, Primakuin 

 Obat program filariasis 

 
• Albendazol/pirantel pamoat 

 Obat program TB 

 
• RIFASTAR 4 FDC 

 Vaksin 

 
• Hepatitis B 

• BCG 

• DPT-HB-Hib 

• Polio 

• Campak/ 

• Campak Rubella 

 Obat Esensial 

 
• Obat pelayanan kesehatan dasar 

 

Pemilihan obat di puskesmas mengacu pada formularium nasional (FORNAS) KMK 

RI No. HK.01.07/MENKES/6485/2021 dan Formularium Obat PKD Kota Semarang 

SK Kadinkes No.442/0750/2022. Jumlah jenis obat PKD sebanyak 107 item obat. 
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Salah stu kendala yang dihadapi dalam ketahanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

adalah pemenuhan kebutuhan alat kesehatan. Di tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota 

Semarang berupaya untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Cold room pada Instalasi farmasi merupakan dropping dari kementrian 

kesehatan; 

2. Kebutuhan alat kesehatan pada instalasi farmasi berupa thermometer, 

thermohygrometer, coldchain/ vaccin storage; 

3. Kebutuhan alat kesehatan di laboratorium kesehatan berupa pemeriksaan minyak 

lemak, pengujian kandungan gizi pada makanan minuman dan kosmetik serta 

pengujian mikrobiologi pada makanan dan minuman. 

 

 

SASARAN III: 

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN (MAMPU) DAN KEMANDIRIAN 

MASYARAKAT DALAM KESEHATAN 

Untuk mencapai sasaran III dilakukan melalui strategi peningkatan pemberdayaan 

bidang kesehatan masyarakat meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan dengan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Acute upper

respiratory

infections

Acute

nasopharyngitis

(common cold)

Fever of other and

unknown origin

Other headaches

syndromes

Gastritis and

duodenties
Acute pharyngitis Diabetes melitus dyspepsia Diarrhea

Essential (primary)

hypertension

KUNJUNGAN RESEP PUSKESMAS 11.460.664 9.425.540 4.446.507 4.446.507 2.966.701 2.700.756 1.783.365 1.622.816 823.474 224.748

11.460.664 

9.425.540 

4.446.507 4.446.507 

2.966.701 2.700.756 

1.783.365 1.622.816 
823.474 

224.748 

KUNJUNGAN RESEP PUSKESMAS TAHUN 2022
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Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

subkegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). 

 

 

Kelurahan siaga aktif terbagi menjadi 4 strata pratama, madya,purnama dan mandiri 

terhadap jumlah kelurahan di Kota Semarang. Kota Semarang menggunakan 9 

indikator/ kriteria instrumen penilaian strata kelurahan siaga aktif, yaitu : 

1. Forum Kesehatan Desa/ kelurahan (FKD/FKK); 

2. Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK; 

3. KPM/ Kader Kesehatan; 

4. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar (di FKTP, jaringan dan jaringannya); 

5. Posyandu dan UKBM lainnya aktif; 

6. Dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di desa/kelurahan; 

7. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; 

8. Kebijakan desa/ kelurahan dibidang Kesehatan; 

9. Pencapaian rumah tangga. 

 

Perhitungan Stratafikasi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan skoring adalah  

1. Strata Pratama  : skor 9-13 

2. Strata Madya : skor 14-23 

3. Strata Purnama : skor 24-31  

4. Strata Mandiri : skor 32-36 

 

STRATA MANDIRI Skor 32 - 36, dengan syarat : 

• Indikator 1 yaitu Forum Kesehatan Desa/kel (FKD/FKK) mencapai skor 4 

Sasaran Strategis III 

Meningkatkan Keberdayaan (Mampu) Dan Kemandirian Masyarakat 

Dalam Kesehatan 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  
Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri 

[persentase] 
22,00 56,5 256,82 
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• Indikator 2 yaitu Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK mencapai skor 4 

• Indikator 8 yaitu Kebijakan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan mencapai skor 4 

• Indikator 9 yaitu Pencapaian Rumah Tangga Sehat lebih dari 70% mencapai skor 4 

Jika 4 indikator/variabel tersebut belum memenuhi skore 4, artinya meskipun jumlah 

skore sudah mencapai range 32-36 dinilai belum mencapai Strata Mandiri tapi masih di 

Strata Purnama. 

Perbandingan realisasi kelurahan siaga aktif mandiri tahun 2022 dengan target tahun 

2022, realisasi tahun 2021 dan target di tahun akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai 

berikut : 

Proporsi Kelurahan Siaga Aktif Mandiri 

Target 2022 Realisasi 2022 Realisasi 2021 
Target 2026 

(akhir renstra) 

22,00% 56,5% 46,33% 24,3% 

 

Tahun 2022 tercapai 100 kelurahan siaga mandiri dari 177 kelurahan yang ada di Kota 

Semarang. Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan di tahun 2023 untuk 

meningkatkan capaian, diantaranya : 

1. Optimalisasi kader kesehatan atau tenaga non kesehatan yang memiliki ketrampilan 

tertentu; 

2. Mendorong keaktifan posyandu dan UKBM; 

3. Menggali sumber dana lainnya selain dari pemerintah desa/ kelurahan; 

4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan memperluas peran aktif organisasi 

masyarakat; 

5. Peningkatan pencapaian rumah tangga sehat. 

SASARAN IV: 

MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

Untuk mencapai sasaran IV dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas 

kelembagaan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dengan kegiatan : 

1. Penyelenggaraan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD; 

2. penyediaan dokumen rencana kerja dan rencana anggaran OPD; 
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3. penyelenggaraan pelayanan BLUD puskesmas; 

4. penyediaan kebutuhan rumah tangga OPD; 

5. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor OPD; 

6. penyediaan kebutuhan jasa kantor OPD; 

7. penyelenggaraan pemeliharaan aset OPD; 

 

 

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pembentukan good governace dan clean 

government . Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan sistem 

akuntailitas kinerja instansi pemerintah merupakan ringkasan sistematika dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja instansi pemerintah. 5 komponen penilaian dalam akuntabilitas kinerja, yaitu : 

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30 

2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25 

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15 

4. Evaluasi internal dengan bobot 20 

5. Capaian kinerja dengan bobot 20 

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Penilaian akuntabilitas ini bertujuan untuk 

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada 

hasil. Perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 

2022 dengan target tahun 2022, realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Sasaran Strategis IV 

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  
Nilai AKIP 

[Nilai] 
72,40 74,01 102,22 
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NO 
KOMPONEN/SUB 

KOMPONEN/KRITERIA 

NILAI AKUNTABILITAS 

KINERJA 

TAHUN 

2020 

TAHUN 

2021 

TAHUN 

2022 

1.  Perencanaan Kinerja 24,73 23,10 23,10 

2. Pengukuran Kinerja 16,25 20,40 20,40 

3. Pelaporan Kinerja 9,50 11,25 11,25 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5,25 19,25 19,25 

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 18,21 - - 

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA  73,94 74,01 74,01 

KATEGORI BB BB BB 

 

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja 

di Dinas Kesehatan Kota Semarang diantaranya : 

1. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2022; 

2. Relevansi indikator tujuan dan sasaran terhadap dokumen perencanaan; 

3. Penjenjangan kinerja yang didasarkan pada logical framework untuk 

mewujudkan outcome yang diharapkan; 

4. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan 

pemanfaatam laporan kinerja sebagai feedback untuk perbaikan perencanaan dan 

peningkatan kinerja; 

5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja. 
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TH 

2022 

SERAPAN ANGGARAN 

EFISIENSI 

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatkan upaya 

Kesehatan yang 

tercapai (accessible), 

terjangkau 

(affordable), dan 

bermutu  

 

1 

Angka Kematian 

Ibu 

[per 1000 KH] 
107,89% 

Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

155.221.697.458 

 

149.555.654.563 

 

96,35% 

 

11,54% 

2 

Angka Kematian 

Bayi 

[per 100.000 KH] 
105,75% 9,4% 

3 

Angka 

Morbiditas 

[per 1000 

penduduk] 

100,51% 4,16% 

  Rata-rata capaian 104,72% 
 

   8,37% 

2 

Meningkatkan 

kapasitas sumber 

daya Kesehatan 

1 

Rasio tenaga 

Kesehatan 

terhadap jumlah 

penduduk 

[per 1000 

penduduk] 

198,4% 
Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

6.808.029.048 

 

6.494.593.782 

 

95,40% 

 
103,36% 

  2 

Proporsi 

pelayanan 

kefarmasian di 

puskesmas sesuai 

standar 

[persentase] 

100% 

Program Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan 

Dan Makanan Minuman 

 

367.463.212 

 

351.676.104 

 

95,70% 

 
4,3% 

  Rata-rata capaian 149,24% 
 

  95,55% 53,69% 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TH 

2022 

SERAPAN ANGGARAN 

EFISIENSI 

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 

Meningkatkan 

keberdayaan 

(mampu) dan 

kemandirian 

masyarakat dalam 

kesehatan 

1 

Proporsi 

kelurahan siaga 

aktif mandiri 

[persentase] 

256,82% 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

 

1.676.130.308 1.663.971.170 99,27% 157,62% 

  
Rata-rata capaian 

256,82%      

4 

Meningkatkan 

kualitas kinerja 

pelayanan perangkat 

daerah 

1 

Nilai AKIP 

[Nilai] 
102,22% 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
252.344.963.619 241.120.023.613 95,55% 6,67% 

  
Rata-rata capaian 

102,22%      
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban dan berfungsi sebagai sarana 

peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sebagai bahan 

pertanggungjawaban, LKj-IP  Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan sarana 

introspeksi diri bagi seluruh Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam 

pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban 

pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu 

tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan rencana dan 

target yang telah ditetapkan, dengan realisasi yang telah dicapai. 

Secara umum capaian sasaran stategis menunjukkan pencapaian kinerja yang 

sangat tinggi, mengalami perkembangan dan peningkatan capaian kinerja secara 

signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dinyatakan 

“berhasil” karena rata-rata capaiannya 153,25% dari target. Meskipun demikian 

terdapat beberapa indikator dengan target indikator kinerja masih perlu untuk 

disesuaikan kembali.  

 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

KOTA SEMARANG 
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